
 

 

ABSTRAK 

 

Akuntabilitas Publik Dalam Penerbitan Surat AK/1 Bagi Masyarakat Pada Masa 

Pandemi COVID-19 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten 

Cianjur) 

Oleh: 

Muhammad Fawwaz Al Ghiyats 

 

Penelitian ini berfokus kepada aspek akuntabilitas publik dalam pelayanan penerbitan 

surat AK/1 bagi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang diterapkan pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dimensi-dimensi 

akuntabilitas, yaitu 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, 2) Akuntabilitas 

Proses, 3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabilitas Kebijakan, pada instansi publik dalam 

pelayanan penerbitan AK/1 pada masa pandemi COVID-19 Di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Cianjur.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Elwood dalam (Mardiasmo, 

2009). Setiap organisasi sektor publik setidaknya harus memiliki dimensi-dimensi 

akuntabilitas, yaitu Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, 

Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data 

kualitatif dengan data cross section. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 

hasil daripada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik 

pengambilan sample purposive sampling dengan diperoleh empat orang informan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi dimensi-dimensi akuntabilitas 

dapat dilaksanakan, namun terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan terkait 

pelayanan AK/1 bagi masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Dimensi akuntabilitas 

tersebut yaitu indikator pada dimensi Akuntabilitas Proses dan Akuntabilitas Program. Dengan 

demikian, pelayanan yang diberikan secara keseluruhan diharapkan dapat ditingkatkan dan 

berjalan sesuai dengan indikator dimensi akuntabilitas publik.  
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